
BUPATIKARANGASEM 
PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 
yang adil dan makmur; 

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala 
Daerah serta melihat dinamika perkembangan 
kehidupan masyarakat memerlukan sentuhan yang 
lebih kuat dari pemerintah daerah untuk pembangunan 
yang tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah--daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. 
Rencana Pembangunan Jangka 
Tahun 2020-2024 (Lembaran 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

Menengah 
Negara 

tentang 
Nasional 
Republik 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun· 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 
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10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2019 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2006 Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

dan 

BUPATIKARANGASEM 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM 
TAHUN 2021-2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 
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5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Karangasem. 

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan 
indeks pembangunan manusia. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 5 (lima) tahunan. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Karangasem yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen rencana 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan 
penjabaran visi, misi, program kepala daerah terpilih Tahun 2021-2026. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 
20 (dua puluh) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.. 

11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra 
PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 
adalah dokumen perencanaanPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif 
untuk mewujudkan visi dan misi. 

17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai tujuan. 

18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
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BAB II 
MATER! MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) RPJMD memuat dan menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati. 
(2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 

pada RPJPD, RTRW, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dan 
RPJMN. 

(3) Materi muatan dan rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

RPJMD berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan dalam 
penyusunan RKPD. 

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal4 

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 
a. BAB I : Pendahuluan; 
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
C. BAB Ill : Gambaran Keuangan Daerah; 
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; 
e. BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 
f. BAB VI : Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; 
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Daerah; 
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
i. BAB IX : Penutup. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 20 Agustus 2021 

A BUPATI KARANGASE, " 

{I GEDE DANA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 20 Agustus 2021 

SEKRETARIS DARAH KABUPATEN KARANGASEM, 

I KETUT SEDANA RTA 

LEMBARAN DAERAH KABU ATEN KARANG SEM TAHUN 2021 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINS! BALI: 
(4, 33/2021). 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021-2026 

1. UMUM 
RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 merupakan 

penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Karangasem 
Periode 2021-2026. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, 
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat 
Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai 
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 
Provinsi Bali, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). Penyusunan RPJMD dilakukan dengan pendekatan politik, 
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) 
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 3. 




